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WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALIKOTA METRO
NOMOR <! TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN

KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

WALIKOTA METRO,

bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi dan peran
serta  masyarakat dalam  pembangunan  daerah,
Pemerintah Kota Metro menyelenggarakan Kegiatan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Dati [I Way Kanan, Kabupaten
Dati [l Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 3825),

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah Kepada Masyarakat {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4826);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
310);
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Menetapkan

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 15);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018

Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMEK.Q7/2018

tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum
Tambahan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1832);

17. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman
Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 761);

18, Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2013

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran
Daerah Kota Metro Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kota Metro.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan  pemerintahan  yang  menjadi
kewenangan dacrah otonom.

Kepala Daerah adalah Walikota Metro.

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD
adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kota Metro.
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10.
11.

12.

13.

14.

15,

16.
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18.

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan adalah Kegiatan dalam rangka percepatan
pembangunan yang melibatkan masyarakat tingkat bawah dan langsung
menyentuh kebutuhan masyarakat.

[nspektorat adalah unsur teknis yang mempunyai tugas dan kewajiban
membantu Walikota dan Camat dalam membina dan mengawasi pelaksanaan
Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan.

OPD pelaksana Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan adalah Kecamatan yang sesuai tugas
pokok dan fungsinya melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan
prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat.

Pengguna Anggaran yang sclanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran Organisasi Perangkat Daerah atau pejabat
yvang disamakan pada Institusi lain pengguna APBD.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah Pejabat yang
diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran
dalam melaksanakan sebagaimana tugas dan fungsi perangkat daerah.

Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh Camat.

Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat
Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.

Camat bertindak sebagai Pengguna Anggaran pada Kegiatan Pembangunan
Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di
Kelurahan.

Lurah bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kegiatan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan.

Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan
Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan E-Purchasing.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah
pejabat pada unit kerja OPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan
dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

Pejabat Penatausahaan Keuangan pembantu yang selanjutnya di singkat PPK
pembantu satuan kerja perangkat daerah adalah pejabat yang melaksanakan
fungsi tata usaha keuangan dibawah OPD (Kelurahan)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut LPM adalah
Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra
Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan
masyarakat di bidang pembangunan.

Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disebut POKMAS adalah kelompok
yang dibentuk oleh masyarakat berdasarkan hasil musyawarah, yang
dilibatkan dalam Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
dan Pemberdayaan Masyarakat, dan berdomisili di wilayah administrasi
Kelurahan yang bersangkutan.

BAB 11
KEGIATAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mengatur tentang kegiatan :

2.

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan;
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b.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Pasal 3

Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf a digunakan untuk membiayai pelayanan sosial
dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup
masyarakat.

Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kclurahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana lingkungan pemukiman

b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana transportasi.

c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana kesehatan

d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 4
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana lingkungan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2) huruf a meliputi :
a. Jaringan air minum;
Drainase dan selokan:
Sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah;
Sumur resapan,
Jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman;
Alat pemadam api ringan;
Pompa kebakaran portabel;
Penerangan lingkungan pemukiman; dan / atau

S®m ™0 pe g

1.  Sarana prasarana pemukiman lainnya.

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b
meliputi :

a. Jalan pemukiman/lingkungan;

b. Jalan poros Kelurahan; dan/atau

c. Sarana prasarana transportasi lainnya.

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana
prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf ¢
meliputi :

a. Mandi, cuci, kakus untuk umum,/komunal,

b. Pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu; dan/atau

c. Sarana prasarana kesehatan lainnya.
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(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana
prasarana pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2) huruf d meliputi :
a. Taman bacaan masyarakat;
b. Bangunan pendidikan anak usia dini;
c. Wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini; dan/atau

Sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya.

Pasal 5

Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huraf b, digunakan untuk peningkatan kapasitas dan
kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan
sumber daya sendiri.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} yaitu :
Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;

Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan;
Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro,kecil dan menengah;
Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan;

SN

Pengelolaan  kegiatan  ketenteraman, ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat, dan/ atau

f.  Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta
kejadian luar biasa lainnya.

Pasal 6

Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:

a. Pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;

b. Keluarga berencana;

c. Pelatihan kader kesehatan masyarakat; dan/ atau

d. Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya.

Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi :

a. Penyelenggaraan pelatihan kerja;
b. Penyelenggaraan kursus seni budaya; dan/ atau
c. Pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya.

Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf ¢, meliputi:
a. Penyclenggaraan pelatihan usaha; dan/atau

b.  Pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah lainnya.

Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (2) huruf d, meliputi :

a. Pelatihan pembinaan Kelurahan; dan/atau
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(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

b. Pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya.

Pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal & ayat (2) huruf e,
meliputi :

a. Pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Kelurahan;

b. Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan /ketertiban
Kelurahan; dan/atau

c. Pengelolaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat lainnya.

Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta
kejadian luar biasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2) huruf f, meliputi :

Penyediaan layanan informasi tentang bencana;

Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;

Edukasi manajemen proteksi kebakaran; dan/atau

oo op

Penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya.

Pasal 7

Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan
pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 dan Pasal 5 dilakukan melalui musyawarah pembangunan
Kelurahan.

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau perubahan kegiatan
pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan
masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan melalui musyawarah antara Lurah dengan lembaga
pemberdayaan masyarakat Kelurahan.

Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk
mendapatkan kesepakatan penentuan kegiatan tambahan dan/atau
perubahan.

Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam bentuk
berita acara.

Pasal 8

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disusun dalam dokumen
perencanaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)

BAB IV
PENGANGGARAN

Pasal 9

Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk kegiatan
pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan
masyarakat di Kelurahan.
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(2)

(3)

(4)

Alokasi anggaran scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukan ke dalam
anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan dokumen perencanaan daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pagal 8, Camat menyusun Rencana Kerja dan Anggaran sesuai dengan sumber
pendanaan masing-masing kegiatan.

Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun
oleh Camat atas usul Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABV
MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 10

Mekanisme pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan adalah sebagai berikut :

1)

2)

Perencanaan
Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini adalah :

a. Lurah beserta LPM dan masyarakat melakukan musyawarah untuk
merencanakan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, yang dituangkan dalam
berita acara.

b. Kepala Daerah menetapkan Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran
untuk melaksanakan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

c. Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk Pejabat
Penatausahaan Keuangan Pembantu dan PPTK di Kelurahan

d. Kepala Daerah menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu di
Kelurahan berdasarkan usulan Lurah selaku KPA melalui BUD.

e. PA/KPA dalam menyusun perencanaan hibah barang berpedoman pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018;

f. PA/KPA dalam menyusun Perencanaan pengadaan barang/jasa
berpedoman pada Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 pasal 18 ayat (6)
dan Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola
vang meliputi :

" penetapan tipe swakelola;
. penyusunan spesifikasi teknis/KAK;

*  penyusunan perkiraan biaya/rencana anggaran biaya (RAB).

Pelaksanaan

a. Kuasa Penguna Anggran (KPA) selaku PPK membentuk Tim Persiapan,
Tim Pelaksana dan Tim Pengawas yang terdiri dari pegawai Kecamatan
dan /atau Kelurahan selaku penanggung jawab anggaran.
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3)

4)

b.

Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas dalam melaksanakan
tugas berpedoman pada peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 tentang
Pedoman Swakelola dan peraturan perundang-undangan lain yang
berlaku.

Dalam hal pengadaan barang/jasa diperlukan pejabat pengadaan maka
Kuasa Penguna Anggaran (KPA) selaku PPK dapat dibantu oleh Pejabat
Pengadaan untuk melakukan proses pengadaan barang/jasa.

Pejabat pengadaan melakukan proses pengadaan barang/jasa sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan anggaran untuk Kegiatan Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang
melibatkan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan
barang/jasa.

Penatausahaan

Mekanisme pembayaran Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan mengacu pada
ketentuan yang berlaku, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan adalah sebagai
berikut:

d.

Pegjabat penatausahaan keuangan pembantu (Kelurahan) meneliti
kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh
Bendahara pengeluaran pembantu diketahui/disetujui oleh PPTK.

b. Pejabat Penatausahaan Pembantu Meneliti kelengkapan SPP-TU
yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;

¢. PPK Pembantu Melakukan verifikasi SPP;

d. PPK Pembantu Menyiapkan SPM; dan

e. PPK Pembantu Melakukan verifikasi harian atas penerimaan.

Pertanggungjawaban

a. Pejabat penatausahaan keuangan pembantu di Kelurahan bertugas
menverifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh
Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada KPA;

b. Laporan penggunaan anggaran pelaksanaan Kegiatan Pembangunan

Sarana dan Prasarana Kelurahan dibuat oleh Bendahara pengeluaran
pembantu diketahui oleh Lurah disampaikan kepada Camat dan BUD
setiap semester. (Format laporan terlampir)

Batas waktu penyampaian laporan sebagaimana  dimaksud

adalah untuk :

- Semester | disampaikan paling lambat minggu kedua bulan
Juli; dan

- Semester Il disampaikan paling lambat minggu kedua bulan
Januari.
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c. Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di
Kelurahan kepada Walikota Cq Camat.

d. Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di
Kelurahan kepada Menteri melalui Gubernur.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PASAL 11

(1} Pembinaan dan pengawasan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dilakukan oleh
Walikota

(2) Dalam hal pembinaan dan pengawasan, Walikota dapat melimpahkan
kewenangannya kepada Camat.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pclaksanaanya
dibantu oleh Inspektorat Kota Metro

(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk
fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dana
pengembangan sesuai ketentuan perundang — undangan.

(5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk
reviu, monitoring, evaluasi dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan,

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penemp va dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 9Ler. 2019

’&, WALIKOTA METRO,
L ey
- @I'IHIII o oanr—-
/
Diundangkan di Metro
pada tanggal 22U \_JUh:I' 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,
Y. A. NASIRA.T.
2|

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2019 NOMOR ......



